Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Menbership

K eabsahan Pembuatan Perjanjian Perkawinan %a_ng Mengatur Akibat
Hukum Perceraian di Hadapan Notaris Tanpa Diikuti Pengesahan oleh
Kantor Catatan Sipil (Studi Putusan P%n_lg ilan Tinggi Daerah Khusus
|bukota Jakarta Nomor 62/PDT/2022/PT DKI) = The Legallty In
Making a Postnuptial Agreement that Stipulatesthe Legal
Consequences of a Divorce Attested by a Notary without being
Followed by the Ratification from the Civil Registry Office (Study of
the Verdict of the High Court for the Special Capit

Raden Gitawati Purwana, author
Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=9999920527089& | okasi=lokal

Semestinya perjanjian perkawinan memuat harta benda perkawinan sgja. Namun, dalam kasus Putusan
Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta No. 62/PDT/2022/PT DKI, perjanjian perkawinan yang dibuat oleh
para pihak mengatur mengenai akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian. Sementaraitu, di
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 69/PUU-XI111/2015 terdapat frasa “disahkan oleh Pegawai
Pencatat Perkawinan atau Notaris’ dan frasa * harta perkawinan atau perjanjian lainnya” yang selanjutnya
menimbulkan ketidakpastian. Untuk itu, penelitian ini mengangkat permasalahan terkait keabsahan
perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh Dinas K ependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
dan akibat hukum pembuatan perjanjian perkawinan yang mengatur akibat putusnya perkawinan karena
perceraian dalam Putusan aquo dari PT DKI Jakarta dengan mempertimbangkan kedua frasa dalam Putusan
aquo dari MK. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif. Data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum
dikumpulkan melalui studi dokumen yang dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dijelaskan
bahwa perjanjian perkawinan hanya sah terhadap para pihak yang membuatnya saja, tetapi tidak berlaku
terhadap pihak ketiga apabila belum dicatatkan di Disdukcapil. Hal ini karena yang dapat mencatatkan
perjanjian perkawinan hanyalah Disdukcapil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 96
Tahun 2018 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam
Negeri No. 472.2/5876/DUK CAPIL. Sedangkan Notaris hanya mengakomodir keinginan para pihak ke
dalam Akta Perjanjian Perkawinan. Adapun akibat hukum pembuatan perjanjian perkawinan yang mengatur
akibat putusnya perkawinan karena perceraian tidak dapat berlaku secara langsung karenatidak sesuai
dengan esensi tujuan perkawinan dan harus diputuskan melalui pengadilan. Begitu pula klausul yang dimuat
dalam perjanjian perkawinan yakni hanya mengatur harta perkawinan. Adapun sebab dan akibat hukum
putusnya perkawinan karena perceraian telah diatur secara limitatif dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.

...... The postnuptial agreement should only contain marital assets. However, in the case of DKI Jakarta High
Court (HC) Verdict No. 62/PDT/2022/PT DKI, the postnuptial agreement made by the parties regul ate the
legal consequences of breaking up a marriage due to divorce. Meanwhile, in the Verdict of the
Constitutional Court (CC) No. 69/PUU-XI111/2015 there is the phrase "ratified by a Marriage Registrar or
Notary" and the phrase "marital asset or other agreement.” For this reason, this study raises issues related to
the validity of postnuptial agreements that were not ratified by the Population and Civil Registry Service
(Disdukcapil) and the legal consequences of making a postnuptial agreement that regul ates the consequences
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of marriage breakup due to divorce in the a quo verdict from HC DKI Jakarta by considering the two
phrases in the aquo verdict from CC. Thisresearch isin the form of juridical-normative. Secondary datain
the form of legal materials were collected through document studies which were analyzed qualitatively.
From the analysis results, it can be explained that the postnuptial agreement isonly valid for the parties who
made it, but does not apply to third partiesif it has not been registered at Disdukcapil. Thisis because only
Disdukcapil can register postnuptial agreements as referred to in the Presidential Regulation No. 96 of 2018
and Circular Letter of the Directorate General of Population and Civil Registration of the Ministry of Home
Affairs No. 472.2/5876/DUKCAPIL. Meanwhile, the Notary only accommodates the parties desiresin the
Deed of Postnuptial Agreement. Asfor the legal consequences of making a postnuptial agreement that
regulates the consequences of breaking up a marriage due to divorce, it cannot apply directly becauseit is
not in accordance with the essence of the purpose of marriage and must be decided through a court.
Likewise, the clause contained in the postnuptial agreement only regulates marital assets. Asfor the legal
causes and conseguences of breaking up a marriage due to divorce, it has been regulated in alimited manner
in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage.



